
WALIKOTA PAYAI(NUBIIH

PT'OPINSI SI'MATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAXUMBUH

NOMOR: 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KEII)LA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTBI FASILITASI
PEMBIAYAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAII KOTA PAYAKUMBUH YANG

MENERAPI(AN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAII (PPK-BLUDI SBCARA BERTAIIAP

DENGAN RAH}IAT TI'IIAN YANG MAIIA ES;A

WALIKOTA PAYAKTIMBUH,

Menimbang l;irlru,a setrubungan dengan telah ditctapkannyii Peraturan

Wrrlikota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta

Tata Ke{a Badan Keuangan Daerah, pada Pasal 76 ayat (21

dimana Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut

diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh

tentang Tata Keiola Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan

Pola Pengelolaan Badan l.ayanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Secara Bertahap ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

b

1Mengingat

e.



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor Ol Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Pemr:rintahan Dacrnh (Lenrbaran Ncgara Republik

lndonesia 'lahun 2015 Nortlrr 58, 'lambahzrn Lembartrn

Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, tantang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DaereLh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 20 16 tentetng

Perangkat Daerah ([,e mbaran Negara Republik Indonesia

'lahun 2016 Nomor 1 I 4, l'arrbahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58t17);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 lPMK.O212006

tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan

Penetapan Satuan Kerl'a Instansi Pemerintah untuk

rnenetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum

(PPK-BLU);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66|PMK.O2 /2006

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan



Menetapkan

Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007,

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.O5/2OO8,

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada

Kementerian Negara/ Lembaga) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahut 2Ol2

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir

pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 201.6

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 201 Nomor 19);

15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 106 Tahun 2O16

teiltang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\:gas, Fungsi

dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 106) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA

KELOLA UNIT PELAKSANA TBKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI

PEMBIAYAAN PADA BADAN KBUANGAN DAERAH

PAYAKUMBUH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

SECARA BERTAHAP.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Daiam Pt:raturan Walikota ini yang dimirksurl de ngan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelcnggara Urusan Pemerintah

Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dcwan Perwakilan Rakyart

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan prinsip

otonomi se luas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara

Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

L)ndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;

4. Organisasi Perangkzrt Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

irtlirlirlr Organisasi Perangkat Drrr:rah Kota Payakumbuh yang

tcr kirit ;

5. Badan Keuangan Daerah disingkat dengan BKD adalah Badan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ;

6. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat (UPIB) adalah UPTB

Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota

Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;

7. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja OPD di lingkungan

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat ;

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

disingkat dengan (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah pada ;

9. Pcjabat Pengelola UPTB Fasilitasi Pembiayaan adalah Pejabat

Pengclola UPTB Fasilitasi Pembizryaan Kota Payakumbuh yang

bertarrggunglawab terhadap kinerjlr opt:r;tsionitl UPTII Fasilitasi

Pembiayaan Kota Payakumbuh ;

10. Pcgar.r,:ri Non Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disebr-rt



Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus TNI/Polri

yang dipeke{akan oleh UPTB Fasilitasi Pembiayaan yang diangkat

berdasarkan perjaljian kerja untuk jangka waktu tertentu dengan

menerima upah/imbalan dalam bentuk lain ;

I 1. Pegawai Tetap adalah seseor.rng yang telah memenuhi

persyaratan Administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah

rnenjalani masa percobaan ;

12. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi

persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta

terikat dengan perjanjian kerja waktu tcrtentu yang dilaksanakan

sesua i peraturan perundang-unda nga n yan g berlaku ;

13. Dan:r Bergulir Pengratan Modal Usrrha Mikro dan Kccil adalah

darrtr nilik Pemerintah Daerah yarrg bersumber dari APBD yang

disalurkan kepada usaha mikro dan kccil dalzrm bcntuk pinjaman

dan ditagih kembali untuk digulirkan kcmbali kepada usaha

mikro dan kecil lainnya yang membutuhkan ;

14. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan warga Kota

Payakurnbuh secara individu atau tergabung dalam kelompok

usaha produktif dengan jumlah aset/memiliki kekayaan bersih

maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan

bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan/omset maksimal

Rp .]t)0 000.000,-;

15. LIs;rlrir Kecil adalah Memiliki kckayaan bersih paling banyak

Rp. 2t)t).00O.00O,- (Dua Ratus Jutrr Rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil penjualan tahunan

paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta

Rupiah), Milik Warga Negara Indonesia, Berdiri sendiri, bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak

dimiliki, dikuasai, atarr berafiliasi baik langsung maupun tidak

langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dan

berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,

termasuk koperasi ;

16. Pinjaman Modal adalah Dana Pemerintah Kota Payakumbuh yang

diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman

modal dan harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang

telah ditetapkan dalam naskah akad perjanjian pinjaman;

17. Pelaku Usaha mikro dan kecil adalah orang perorang/ masyarakat



warga Kota Payakumbuh yang memiliki usaha produktif;

18. Kelompok Usaha mikro dan kecil adalah anggota masyarakat yang

mengikat diri datam perkumpulan untuk melakukan usaha

secara bersama-sarna berdasarkan usaha produktif berbasis

ekonomi kera\ratan;

19. Koperasi adalah koperasi yang telah berbadan hukum sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang

perkoperasian dal telah dibina oleh Dinas Koperasi selaku OPD

Teknis (melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya);

20. Jaminan /Agunan adalah surat-surat berharga milik sendiri yang

dijaminkan oleh Mitra Pemanfaat ke UPTB Fasilitasi Pembiayaan

untuk Penguatan Modal Usaha ;

21. Jasa Pinjaman adalah imbalan jasa yang harus dibayar Mitra
Pemanfaat atas pinjaman yang diterimanya per tahun dengan

sistem flat (tetap);

22. Prakttk bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi

orgernisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam r angka pemberian layanan yang bermutu dan

be rkesinambungan;

23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA

adalah dclkumen perencanaan bisnis clarr pcnganggilran yang

bcrisi program, kegiatan, target kinr:rja, rlan anggaran suatu
BI-UD;

24. Rernunerasi adalah imbalan kerjer yang dapat bcrupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, inscntif, bonus atas prestasi

pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan

Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang ditetapkan

oleh Walikota Payakumbuh;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa.l 2

Dalam rangka nrengelola UPTB Fasilitasi Pembiayaan agar tetap bisa

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan kualitas

pengelola yang kompeten dan profesional, maka salah satu cara adalah

adanya Pola Tata Kelola yang jelas, objektif dan transparan.



Pasal 3

Pola Tata Kelola UPTB Fasilitasi Pembiayaan merupakan peraturan internal

UPTB Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung

jawab ilirrr w('wenang dalam organisasi;

2. Membcrikirrr gambaran hubungan dan mekanisme kcrja antar posisi

jabatan dan lrrngsi dalam organisasi;

3. Memberikan gambaran pembagian tugas yang jelas dan rasional antara

fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan yang sesuai dengan

prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian

organisasi;

4 . Memberikan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber

daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitas untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien, efektif dan

produktif;

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 4

(1). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap,

beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola yang memuat :

a. Struktur orgar'isasi ;

b. Prosedur kerja ;

c. pengelornpokan fungsi yang logis ; dan

d. pengekrlaran sumber daya manusia ;

(2).Pola Tata Ke lola Unit Pt:laksana Tckrris lladan (UFTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

secara be rti..hap, memperhatikan prinsip-prinsip sebagai bcrikut :

a. Transparansi ;

b. Akuntabiiitas ;

c. Responsibilitas dan ;

d. Independensi ;



Pasal 5

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

merupakan trsas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan

arus intormasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang

membutrrhkan sehingga dapat menumbutrkirn kcpcrcayaan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf b,

merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada

UPTB Fasilitasi Pembiayaan agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam

perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggunglawaban dalam sistem

pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen

sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

(3) Responsiirrlitrrs sebagaimana dimaksud rlalanr Pasal 4 ayat 12\ huruf c,

merupakarr kcsesuaian atau kepatuhan di dalarn pengelolaan organisasi

tertradap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Struktur Organisasi

(1). Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

secara bertahap, terdiri dari :

(2). Struktur Organisa.si Pengelola PNS dan Pengelola NON PNS pada

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan

Keuangan Daeran Kota Payakumbuh :

(4) Independensi 5sfagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d,

merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan prinsip bisnis yang sehat.



Strukur Organisasi UPIB Fasilitasi Pembiayaan

Sub. Urusan Teknis Pelnyannn Wil. Kec

Fungsional Umum Sub. U.Pelayanan Admini5trasi

Fungsional Umum

Sub. Urusan Tekni5 Pelayanan Wil Xec

Fungsional Unrum

Pasal 7

Prosedur Ke rja

(1) Dalam rrrcluksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di

lingkungan UPTB Fasilitasi Pembiayaan wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara

vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi

lain sesuai tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan apabila te{adi penyimpangan, wajib mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan

berkala dan bertanggung jawab kepada atasan.

KEPALA UPTB

Eselon lV.b

Kasubag. T U

Eselon lV.a

Fungsional Umum

n BendaharaUrusa n Keua U rusan Administrasi

Fungsional Umum

URUSAN TEKNIS PELAYANAN

Fungslonal Umum

URUSAN PELAYANAN ADM

Fungslonal Umum
Sub Urusan Administrasi

Funtslonal Umum

5ub. Urusan Penerimaa n/Ka sir

Fungsional Umum

Sub. Urusan Pelaporan/Akuntansi

Fungsional Umum



Pasal 8

Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan

rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai

dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian

organisasi ;

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

(l) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan dipimpin

oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan dr bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)

Kota Payalir:mbuh; yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota

di bidang Pelayanan Permoda-lan, dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

(21 UPTB Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut ;

a. Melaksanakan pengelolaan investasi pemcrintah daerah baik

investasi langsung maupun investasi surirt b<'rharga at:rtr saham;

b. Invcstasi langsung sebagaimana dirnaksud huruf a berupa

penvorlaan modal dan pemberian pinjarnan, sedangkan investasi

surat berharga beruptr pembelian saham;

c. Melaksanakan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah serta kelompok masyarakat melalui program

peningkatan permodalan dalam pengembangan ekonomi lokal dan

peningkatan perekon()mian daerah. Disamping itu melakukan

investasi pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) berupa

pembelian saham maupun penyertaan nrodal dalam rangka

peningkatan pendapatan asli daerah diamping memperkuat

slr-trkt Lrr permodalan BUMD;

(3) Untuk rrrcrryelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada

ayat (2lr, UPTB Fasilitasi Pembiayaan mempunyai fungsi

menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan investasi Pemerintah

Daerah;



BAB V

PEIABAT PENGELOLA

Pasal l0

Uraian Tugas Pejabat pengelola berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Non PNS yakni :

A. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTBf Fasilitasi Pembiayaan

Kepala Tata Usirl'ra Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTR) Fasilitasi Pembiayaan

pada Badan ht:rrirrrgan Daerah Kota Payakrrmbuh yang menerapkan Pola

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara

bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

( 1) Melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah daerah baik investasi

langsung maupun investasi surat berharga atau saham, antara lain

melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa

pembelian saham maupun penyertaan modal da,lam rangka peningkatan

pendapatan asli daerah disamping memperkuat struktur permodalan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) ;

(2) Melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

serta kelompok masyarakat melalui program peningkatan permodalan dalam

pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian daerah. ;

(3) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan

(UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota

Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;

(4) Menyusun rencana strategis (Renstra) Bisnis Unit Pclaksana Teknis Badan

(UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Dacrah Kota

Payalnrmbuh yang menerapkan Pola Pengelolazrn kcuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap;

(5) Menyiapkan Rcncana Bisnis dan Anggaran (RIIA) Unit Pelaksana Teknis

Badan (UPI'B) F asilitasi Pembiayaan pada llrtdan Kcuangan Daerah yang

menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Ltryanan Umum Daerah

(PPK-BLUD) seca;'a bertahap;

(6) Mengusulkan calcrn Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat 'l'eknis Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPIB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan



Keuangan Daerah yang menerapkan (PPK-BLUD)secara bertahap kepada

Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh;

(7) Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis

Badan (UPTB) Fasili:asi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah yang

menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD) sec:ara bertahap berdasarkan kebutuhan mendcsak, selain

pejabat yang tt:lah ditetapkan dengan peraturirn pt:nrn<lang-un<l:rngan yang

berlaku ;

(8) Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kincrja opcrasional dan

keuangan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada

Badan Keuangan Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap kepada

Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah ;

Kepala Unit Pelaksana Teknis lladan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan dalam

melaksanakan tugas dan kewajibzrnnya mempunyai fungsi sebagai penanggung

jawab umum ()Dcrasional dan keuangan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Fasilitasi Pemt'i;rviurn pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakurnbuh yang

menerapkan Polit l)t'ngelolaan keuangan Badarr L;ryanan Umum D:rcrah (PPK-

BLUD) secara bcrtahap;

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

(l) Mengkoordinasikan pen5rusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan

keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;

(2) Menyiapkan RBA Defenitif Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;

(3) Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

(4) Menyelenggarakan pengelolaan kas ;

(5) Melakukan pengelclaan utang-piutang ;



(6) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi ;

(7) Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan dan

menyelenggarakan akuntansi serta penyusunan laporan ;

(8) Melaksanakan tata administrasi dan personalia pengelolaan Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan

keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) secara bertahap, disamping mempunyai tugas dan kewajiban, juga

mempunyai fungsi sebagai wakil penanggung jawab umum operasional dan

keuangan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola

Pengelolaan keuangan Badan layanan Umum l)irt:rah (PPK-BLUD) secara

bertahap;

C. Urusan Administrasi

Urusan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UFr|D) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

(1) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal menerima dan

mengagendakan surat masuk dan surat keluar ;

(2) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal mencatat,

membukukilrr dan membuat laporan pcrkcmbangan aset tctap setiap

bulan, triwr.rlilrl, semester dan tahunan ;

(3) Membantu Kcpala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal menyiapkan

kelengkapan administrasi pelaksanaan rapat-rapat internal ;

(4) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal mengelola,

memelihara dan menyimpan aset tetap ;

(5) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal menerima,

menerima, membukukan dan menyimpan surat-surat berharga berupa

akad perjanjian, fidusia, hak kuasa jual, agunan dan surat berharga

lainnya yang berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Fasilitasi Pembiayaan ;

(6) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal menggandakan



dokumen mitra pemanfaat dalam bentuk softcopy dan menyimpannya;

(7) Membanttr Kt'pala Sub Bagian Tata Usirha dalam hal mengarsipkan

data pegirwiri dan merekap absensi pcngelola Unit Pelaksana Teknis

Badan (Ul't'13) Fasilitasi Pembiayaan ;

(8) Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal membuat laporan

hasil pekerjaan setiap hari kerja;

Urusan administrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

bertanggungja'n ab kepada Kepala Sub Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis

Badan (UPTB) Fasiiitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota

Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap;

D. Sub Urusan Ad rrrinistrasi

Sub Urusan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

(1) Membantu Urusan Administrasi dalam hal menerima dan

mengagendakan surat masuk dan surat keluar ;

(2) Membantu Urusan Administrasi dalam menyiapkan seluruh surat

keluar, Surat Keputusan, Surat Keterangan Membayar Pajak dan surat-

surat lainnya;

(3) Membantu Urusan Administrasi menyiapkan kcl<:ngkapan administrasi

pelaksar raan rapat-rapat atau pertemuan;

(4) Membantu Urusan Administrasi dalirm hal mcngadministrasikan

seluruh '[i:laahan Staf, Surat Tugas, SK, RKA, lttsA dan surat-surat

penting lainnya;

(5) Membantu Urusan Administrasi mengelola, memelihara dan menyimpan

aset tetap ;

(6) Membantu lJrusan Administrasi membuat notulen rapat-rapat inernal;

(7) Membantu Urusan Administrasi mengarsipkan data-data pegawai dan

merekap abserrsi pengelola Unit Pelaksana Teknis Badan (UFrIB)

Fasilitasi Pembiayaan setiap bulan ;

(8) Membantu [irusan Administ.rasi membuat laporan hasil pekerjaan setiap

hari kcrjr ;

Sub Urusan Administrasi dalam melaksanakan tugzrs dan kewajibannya



bertanggungjawab kepada Urusan Administrasi Unit Pclaksana Teknis Badan

(UP[B) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuirng:rn D:rcrah Kota P:ryakumbulr

yang menerapkarr Poia Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangern

Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangarr

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap;

E. Urusao Keuangan

Urusan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan

pada Badan llcrrangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola

Pengelolaan Kcrrirrigan Badan Layanan Umum Dacr:rh (PPK-BLUD) secara

bertahap, mernprirryai tugas dan kewajiban :

(1) Membantu Kcpala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hai membukukan (BKU)

selur:uh penerimaan yang bersumber dari peminjam berupa

pengembalian pokok, jesa dan penerimaan lainnya yang sah ;

(2) Merekapitulasi dan melegalisasi seluruh pengeluaran pokok dan jasa ;

(3) Membantu Kepa-la Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal membukukan (BKU)

seluruh pengeluaran pokok dan jasa ;

(4) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal membuat laporan

surat pengesahan penerimaan pendapatan dan laporan fungsional belanja

operasional UPTB Fasilitasi Pembiayaan setiap bulan dan triwulan;

(5) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal membuat laporan

penerimaan dan pengeluaran pokok pinjaman dan jasa ;

(6) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal membuat buku

bantu pengeluaran per rekening

(7) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dalam hal membuat laporan

penerimaan dan pengeluaran pajak ;

(8) Membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha membuat SPP Nihil setiap

Triwulan;

Urusan Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana

Teknis Badan (UPlBi Fasilitasi Pembiayaan pada Batlan Keuangan Daerah

Kota Payakumbrrh yang menerapkan Pola l)r:ngckrlrirrr Kcuzrngan Badan

Layanan Umum Dat'rah (PPK-BLUD) secara bcrt:rhzrp;

F, Urusan Pel,ayanan Adminietrasi

Urusan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan



pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara

bertahap, mepunyai tugas dan kewajiban :

(1) Membuat rekapitulasi data-data pemohon setiap hari dan

melaporkannya kepada Kepala UPTB melalui Kasubag Tata Usaha ;

Melakukan pro:es administrasi penyaluran dana dan pembuatal akad

perjanjian mitra pemanfaat berdasarkan hasil tim penetapan ;

Membantu calon mitra pemanfaat dalam hal berhubungan dengan

pihak Notaris dan pihak Asuransi Jiwa ;

Mengktxrrdinir seluruh staf (Sub Urusan) yang b<:rada di bawahnya ;

Membua t lzrporan realisasi penyaluran pinjaman pembiayaan dzrn

laporan agunan setiap bulan dan triwulan ;

(2)

(s)

(41

(s)

Urusan Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

bertanggungiawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) melalui

Kepala Sub Bagian tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD) secara bertahap ;

G. Sub Uruean Pelayanan Adninistrasi

Sub Urusan Pelayernan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Baclan (UPTB)

Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

(l) Membantu Umsan Pelayanan dalam hal menerima, memverifikasi,

meregistrasi dan membukukan permohonan calon peminjam setiap hari

ke{a ;

(2) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal membuat surat tugas survey

surat penagihan dan bahan kelengkapan survey (blanko analisa pinjaman

dan permohonan) ;

(3) Membantu Urusan Pelayanan Administrasi Menghubungi calon Mitra

Pemanfaat untuk melengkapi dokumen pencairan dan Menerima

dokumen yang sudah Iengkap untuk dibukukan ke buku besar

pencairan;

(4) Mengentri data mitra pemanfaat ke sistim untuk dibuatkan

akad/ perjanjian pinjaman/addendum ;

(5) Membantu Urusan Pelayanan datam hal menyiapkan kwitansi pencairan



(bermaterai), kwitansi administrasi, buku cicilan dan pemindahbukuan

rekning;

(6) Membantu Un-rsan Pelayanan dalam hai membantu calon mitra

pemanfaat dalam hal berhubungan dengan pihak Notaris dan pihat

Asuransi ;

(7) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal menerima, membukukan dan

menyimpan surat-surat berharga (Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor)

berupa akad perjanjian, frdusia, hak kuasa jual, agunan dan surat

berharga lainnya dan membuat laporan data agunan setiap bulan;

(8) Membantu Urusan Pelayanan Administrasi dalam hal menggandakan

dikumen mitra pemanfaat (agunan dan akad perjanjian) dalam bentuk

soft copy;

(9) Membantu Urusan Pelayanan membuat l,aporan Realisasi Penyaluran

Pinjaman Pembiayaan dan Laporan Agunan setiap bulan dan triwulan;

Sub Urusan Pelayanan Administrasi dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya be rtang6;ungjawab kepada Urusan Pelayan;rn Unit Pelaksana

Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah

Kota Payakunrbtrh yang menerapkan Pola I)cngcloliran Kcuangan Badan

Layanan Umurn Dacrah (PPK-BLUD) secara be rtahtrp ;

H. Sub Ilrusan Penerimaan/ Kasir

Sub Urusan Penerimaan/Kasir Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

(1) Membantu Urrrsan Pelayanan dalam hal menerima setoran mitra

pemanfa{rt virkni :

(2) Menerima rlirn menghitung uang cicilan mitra pcmanfaat ;

(3) Meregistrasi dan melegalkan bukti setoran cicilan mitra pemanfaat;

(4) Memberikan kwitansi tanda bukti setoran

(5) Mengisi buku cicilan rnitra pemanfaat ;

(6) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal pencatatan pembayaran mitra
pemanfaat setiap hari kerja (penerimaan pokok dan jasa);

(7) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal membuat slip setoran ke bank

setiap hari ;



(8) Membukukan setoran per hari dan membuat laporan penerimaan setiap

bulan;
(9) Membuat Membrrat Kartu Kontrol Pembayaran Mitra Pemanfaat.

Sub Urrrsan [)cr rt'rimaan/ Kasir dalam melaks:rnakan tugas dan kcwajibannya

bertanggungjav.,rr b kepada Urusan Pelayanan Administrasi Unit Pelaksana

Teknls Badan (UPI'BI Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah

Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;

I. Sub Urusan Pelaporan dan Akuntansl

Sub Urusan Pelaporan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan kewajiban :

(1) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal menginput pembayaran

cicilan Mitra pemanfaat per hari ke dalam data angsuran pinjaman

berdasarkan kwitansi setoran dari Sub Urusan Penerimaan ;

(2) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal membuat laporan angsuran

pembayaran oleh mitra pemanfaat setiap bulan ;

(3) Membantu Urusan Pelayanan membuat laporan kas per minggu;

(4) Membantu Urusan Pelayanan dalam hal membuat laporan keuangan

berupa laporan aktivitas dan arus kas setiap bulan.

(5) Membantu Urusan Pelayanan membuat laporan triwulan, semester dan

laporan tahunan ;

Sub Urusan Pclaporan dan Akuntansi dalanr nrelirksanakan tugas dan

kewajibannya bertanggungjawab kepada Urusan Pclayanur-r Administrasi Unit

Pelaksana Teknis Baclan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaarr pada Badern Keuangan

Daeraha yang mencra.pkan Pola [)engelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap;

J. Urusan Teknis Pelayanan

Urusan Teknis Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLtID) secara bertahap, mepunyai tugas dan kewajiban :



(1) Melakukan pembinaan secara teknis kepada seluruh mitra pemanfaat

dana berguli,- Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) F'asilitasi Pembiayaan

di lapangan ;

(2) Memilah dan merekapitulasi data mitra pemanfaat dana bcrgulir yang

bermasalah dengan kategori menunggak dan macet ;

(3) Melakukan koordinasi pembinaan secara langsung dilapangan dengan

lurah dan Lembaga Pernberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan

setempat ;

(4) Menyiapkan surat pemberitahuan dan pernyataan bagi mitra pemanfaat

dana bergulir yang bermersalah (menunggak/ macet) di lapangan agar

segera melaksarrakan kewaj ibannya kepada Unit Pelaksana Teknis Badan

(UPTB) F asilitasi Pembiayaan ;

(5) Menyiapkan surat teguran I, teguran ll, peringatan I dan peringatan II

bagi pcnrrrrjirrn yang tidak menunaikarr kewajibannya setclah jangka

waktu jatuh tcmpo ;

(6) Merekapitulasi dan melaporkan hasil pembinaan lapangan kepada Kepala

UPTB melalui Kasubag Tata Usaha setiap hari kerja ;

(7) Mengkoordinir seluruh staf ( Sub Urusan ) yang berada di bawahnya ;

(8) Menyiapkan bahan-bahan untuk upaya proses hukum terhadap mitra

pemanfaat bermasalah yang betul-betul tidak punya itikad baik untuk

menunaikan kewajibannya ;

Urusan Teknis Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

bertanggungiawab kepada kepala Unit Pelalsana Teknis Badan (UPTB) melaiui

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara

bertahap;

K. Sub Urusan Teknis Pelayanan trIllayah/Kecamatan

Sub Urusan Teknis Pelayanan Wilayah/ Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis

Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaal pada Badan Keuangan Keuangan Daerah

Kota Payakumbuh yr.ng menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, mempunyai tugas dan

kervajiban :

(1) Membantu Urusan Teknis dzrlam hal melakuk:rr.t pernbinaan st:r:ara teknis

kepada seluruh mitra pemanfaat dana fasilitasi pcnrbiayaan di lapangan ;

(2) Membantu Urusan Teknis dalam hal mt:lakukan penagihan langsung



kepada mitra pemanfaat dana fasilitasi pembiayaan yang menunggak dan

macet di lapangan;

(3) Membantu Urusan Teknis dalam hal pemberian sanksi administratif

kepada mitra pemanfaat yang menunggak dan macet dalam bentuk surat

pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan d11;

(4) Membantu Urusan Teknis dalam hal merekapitulasi dan melaporkan

hasil pembinaan lapangan kepada Kepala UPTB melalui Kepala Tata

Usaha setiap har. ke{a ;

(5) Membantu Urusan Teknis Operasional dalam hal menyiapkan draf bagi

mitra pemanfaat yang bermasalah guna dilimpahkan proses

penyelesaizrannya kepada pihak yang berwenang ;

(6) Membantu Urusan Teknis Operasional dzrlam hal melaktrkan survcy

lapangan kr:pada calon mitra pemanfaat dirrur fasilitasi pembiiryaan ;

(7) Merekrut dan memberikan pelayanan teknis kepada calon mitra

pemanfaat yang akan rnr:manfaatkan pinjaman pembiayzian dalam

bentuk survey, analisa, pemberian rekomendasi kelayakan pinjaman.

(8) Sub Teknis Urusan Pembinaan Wilayah dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya memberikan laporan hasil pekerjaan setiap hari ke Urusan

Teknis Pelayanan ;

Sub Urusan Teknis Pembinaan Wilayah/Kecamatan dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Urusan Teknis Operasional

Unit Pelaksanir 'l'ckr-ris Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan parda Badan

Keuangan Daerirlr Kota Payakurnbuh yang mcnerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap;

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

T\rjuan Pengelolaan

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan

secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan

organisasi secara efisien.



Pasal 12

Pengangkatan Pegawai

(1) Pegawai UPTB Fasiiitasi Pembiayaan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional sesuai

dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan

kontrak.

(2) Pengangkatan pegawai UPTB Fasilitasi Pembiayaan yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan peraturan perundangan-

undangan;

(3) Pengangkatan pegawai UPTB Fasilitasi Pembiayaan yang berasal dari Non

Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dilakukan berdasarkan pada prinsip

elisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

(4) Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada UPTB

Fasilitasi Pembiayaan akan diatur tersendiri dengan Pcraturan Walikota

tentang Pegawai tlon PNS UPTB Fasilitasi Pembi:ryaan ;

(5) Pejabat pengelola Unit Pelaksana Teknis Badan (UPIB) Fasilitasi Pembiayaan

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan B:rdan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, diangkzrt dan diberhentikan oleh

Walikota Pavahurnbuh ;

(6) Pejabat pengelola Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap berasal dari PNS penempatannya

sesuai peratu ran perundang-undangan berlaku ;

(7) Pejabat pengt krlrr tjnit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap berasal dari unsur Non PNS, diangkat

dan diberhentikan atas usul Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)

berdasarkan ketentuan yang berlaku ;



Pasal 13

Remunerasi

(1) Pejabat dan pegawai UPTB Fasilitasi Pembiayaan diberikan Remunerasi

sesuai dengan tingkat tang$rng jawab dan tuntutan profesionalitas yang

diperlukarr.

(2) Remunerasi st:bagaimana dimaksud pada ayat (l), merupakan imbalan

ke{a yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, inserrtif,

bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Walikota berdasarkan usulan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan

da-lam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Kepala Badan Keuangan daerah Kota Payakumbuh ;

(2) Kepala Sub. 'fata Usaha dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah

melalui Kepala UPTB Fasilitasi Pembiayaan ;

(3) Urusan Teknis Pelayanan dan Urusan Pelayanan Administrasi dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitusi Pembiayazrn melalui

Kepala Sub. 'lata Usaha ;

(4) Sub. Urtrsan dalam menjalankan tugas dan kcwajibannya

bertanggungjawab kepada Kepala Sub Tater Usaha mclalui Urr,rsan ;

Pasal 15

Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan PPK-BLUD secara bertahap

merupakan pejabat kuasa pengguna anggararr f barang;



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis

Badal (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan Pada Badan Keuangan Daerah Kota

Payakumbuh Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Bertahap, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi ;

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh melalui

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan RBA Defenitif Kegiatan Pelayanan

Fasilitasi Pembiayaan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi

Pembiayaan Kota Payakumbuh ;

Pasal 18

Peraturan Walikota ini

Agar setiap or€rng

Peraturan Walikota ini

Kota Payakumbuh.

mulai berlaku pada tanggal 03

mengetahuinya, memerintahkal

dengan penempatannya dalam

Januari 2O17.

pengundangan

Berita Daera-tr

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal

I
PIt. WALIKOTA

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal Lb Sanuan 2017

SEXRETARIS DAERAH KOTA PAYAI(IMBIIII

BEITIII WII'RLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2OT7 NOMOR

l, sanoar(' 2017
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